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Pendahuluan

Menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kendati-pun tujuan perkawinan yakni
untuk mewujudkan kebahagiaan, tapi tidak kurang juga perkawinan yang justru membawa nestapa dan
berujung pada perceraian. Asumsi bahwa perceraian yakni solusi cepat dan halal untuk mengatasi
permasalahan hidup berumah tangga, Hal ini dibuktikan dengan masuknya perkara pada tahun 2021, dari

5.230 kasus perceraian di PA Sidoarjo, 124 kasus diantaranya adalah perceraian akibat perselingkuhan. Di
tahun 2022 dari 5.185 kasus perceraian 114 diantaranya diakibatkan oleh perselingkuhan. Di tahun 2023 dari
4.711 kasus perceraian, 88 diakibatkan oleh perselingkuhan.

Tingginya angka perceraian dengan motif perselingkuhan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tiga
tahun terakhir yakni sebuah fenomena yang menarik. Terlebih pada praktik perceraian di PA Sidoarjo juga
terdapat perzinaan sebagai satu dari banyak alasan diputuskannya perceraian. Hal ini menarik mengingat
kedudukan dan pemahaman atas konsep perselingkuhan sebagai dasar perceraian. Perceraian yang
diakibatkan oleh adanya perselingkuhan sebenarnya tidak diatur secara konkret pada UU tertulis ataupun
hukum islam di Indonesia, oleh sebab itu masih terdapat keraguan di pada masyarakat, sebenarnya apakah
bisa perselingkuhan dijadikan sebagai alasan perceraian.
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Penelitian terdahulu

1. M. Syaiful Amri pada tahun 2020 menulis “Mitsaqan Ghalidza: Studi Perceraian Sebab Media Sosial
di Era Disrupsi”

2. Jurnal Rizqiyah Rosyidatul Azizah pada tahun 2021 dengan judul "Pola Pertimbangan Hakim dalam
Keputusan Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo".

3. Nur Mayasari pada tahun 2021 menulis ‘’Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara
perceraian sebab terjandinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan
Perselingkuhan (Studi putusan Pengadilan Agama Demak)’’

Dari literatur tersebut penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama mempelajari bagaimana
hakim memutuskan perkara perceraian, yang berbeda yakni subjek penelitian dan dasar hukum yang
dipakai oleh hakim pada memutuskan kasus tersebut. .Selain itu pada literatur yang pertama belum
menitikberatkan penelitianya pada perkara selingkuh, Jadi, titik tekan (stres) dari penelitian ini yakni
landasan hukum nasional dan agama, serta pertimbangan hakim saat memutuskan perceraian sebab
perselingkuhan pada keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo.
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Isu Hukum

1. Karena tidak ada definisi baku tentang perselingkuhan dalam hukum
nasional, hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan konsep ini
berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan. Dalam beberapa kasus,
perselingkuhan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap
komitmen perkawinan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga,
sehingga menjadi alasan yang cukup kuat untuk perceraian

2. Tidak adanya aturan eksplisit tentang perselingkuhan dalam undang-
undang menciptakan tantangan bagi hakim dalam memberikan putusan
yang adil. Hal ini juga menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai
apakah perselingkuhan dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk
perceraian
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Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaparan peselingkuhan pada perspektif hukum
nasional maupun hukum agama di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada memutuskan kasus
perceraian oleh perselingkuhan, apakah benar jika
perselingkuhan bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat untuk
sepasang suami istri bercerai ?
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Metode

• Metode penelitian yang dipakai pada studi ini yakni metode penelitian normatif dengan

pendekatan konseptual. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan konsep hukum, teori hukum,

dan peraturan perUUan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum

primer, seperti putusan pengadilan, Pasal 39 UU No. 1 / 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /

1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, serta sumber data sekunder seperti jurnal hukum.

Selanjutnya, metode analisa data yang dipakai yakni analisa kualitatif. Setelah

pengumpulan data, dilakukan penalaran deduktif, yang melibatkan pengumpulan data

dari isu umum kemudian menarik kesimpulan untuk menyempitkan analisa ke arah aspek

yang lebih khusus. Pada hal ini, beberapa pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim

pada memutuskan kasus perceraian akibat perselingkuhan akan dianalisis, mengingat

dasar hukum tertulis tidak mengatur secara eksplisit masalah tersebut, sehingga memberikan

kebebasan kepada hakim untuk menginterpretasikan hukum. Analisa akan difokuskan pada

apakah temuan hukum yang dibuat oleh hakim bertentangan dengan peraturan perUUan

atau tidak.
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Hasil (pembahasan)

A. Konsep Hukum Tentang Perselingkuhan

Menurut pandangan dari Blow dan Hartnett, perselingkuhan didefinisikan "Tindakan seksual atau
emosional yang dilakukan oleh satu dari banyak atau kedua individu yang terlibat dalam suatu
hubungan yang bersifat komitmen dan dianggap sebagai pelanggaran pada kepercayaan atau
norma-norma (baik yang terlihat maupun tidak terlihat) yang berkaitan dengan eksklusivitas emosional
atau seksual”.

Secara konseptual, istilah perselingkuhan tidak terdapat pada struktur penormaan di Indonesia.
Kendati demikian, jika merujuk pada konsep perselingkuhan sebagaimana dikemukakan Blow dan
Hartnett diatas, secara normative perselingkuhan sejatinya memiliki kedekatan karakter dengan
tindakan perzinahan. Sedangkan pada Pasal 411 ayat (1) UU No. 1 / 2023 tentang KUHP perzinahan
didefinisikan sebagai “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami
atau istrinya, dipidanakan karena perzinaan…” . membandingkan definisi tersebut dengan definisi Blow
dan Hartnett terntang perselingkuhan, maka lingkup pengertian perselingkuhan sejatinya lebih luas
dibandingkan dengan perzinaan. Jika perzinaan hanya dibatasi pada hubungan seksual atau adanya
persetubuhan diluar perkawinan, maka pada perselingkuhan juga melibatkan aktifitas atau hubungan
emosional yang bersifat eksklusif yang melanggar komitmen hubungan dan bertentangan dengan
kepatutan norma dan Nilai-nilai keadaban pada masyarakat
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Lanjutan

Secara garis besar selingkuh digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu:

a) Selingkuh Fisik (Sexual affair)

Perselingkuhan fisik yakni perselingkuhan yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain selain pada
pasanganya yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan hasrat seksual.

b) Selingkuh Emosional (emosional affair).

Perselingkuhan emosional yakni keterikatan emosional seseorang yang sering kita sebut dengan cinta
dan ketertarikan pada seseorang yang bukan pasanganya.Pada hal ini, perselingkuhan emosional tidak
selalu melibatkan fisik dengan teman selingkuhanya .Tindakan tersebut bisa mencakup curhat, atau
yang sering disebut dengan istilah ‘’deep talk ‘’ oleh generasi milenial.Perselingkuhan ini masih tampak
abu abu di mata masyarakat, pasalnya banyak pasangan yang mengusung dalih ‘’Kan hanya teman,
lagian kita juga ga ngapa ngapain’’
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Lanjutan

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa secara konseptual istilah perselingkuhan (affair), pada
ruang lingkup yang luas, tidak dikenal pada literatur hukum Indonesia. Baik pada UU KUHP maupun
pada KHI sejatinya tidak dipakai dan dijelaskan definisi baku tentang selingkuh dan perselingkuhan.
Secara teoritis pun, tidak bisa ditemukan adanya konsep “affair” sebagai bagian dari konsep hukum
keperdataan . Konsep selingkuh baru bisa masuk pada kajian keilmuan hukum, jika merujuk pada satu
dari banyak bentuk spesifik dari konsep perselingkuhan, yakni perselingkuhan fisik (Sexual affair). Pada
hal ini perkara hukum yang menimpa Ariel Peterpan bisa dilihat sebagai contoh yang relevan untuk
menjelaskan perbedaan antara perselingkuhan dan perzinahan.

Berhubungan dengan skandal Ariel Noah dengan Luna Maya dan Cut Tari, di mana pada hal
ini mereka melakukan perselingkuhan fisik yang berkaitan dengan video asusila dan termasuk kedalam
kategori perzinaan .Berbeda dari Ariel Noah yang melakukan selingkuh fisik, sosok publik figur Rendy
Kjarnett dan Syahnaz Sadiqah melakukan perselingkuhan dengan media online yakni menggunakan
aplikasi layanan ojek online untuk berkomunikasi secara akrab dengan panggilan suami istri . Pada
konteks ini, perselingkuhan yang dilakukan oleh Rendy Kjarnett dan Syahnaz Sadiqaq termasuk kedalam
ranah perselingkuhan emosional, yang dimana para pihak merasa nyaman dan tertarik berkomunikasi
maupun bertukar cerita dengan yang bukan pasanganya.
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Lanjutan
1. Dasar Perceraian dalam Perspektif Hukum Indonesia

Secara terminologis, istilah "perceraian" berasal dari kata "cerai", yang berarti "memisahkan", diikuti oleh
kata "per", yang berfungsi sebagai kata benda abstrak, dan akhirnya menjadi "perceraian", yang mengacu pada
hasil dari tindakan menceraikan. Jika suami dan istri tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga mereka,
hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 / 1974 merujuk pada istilah ini dan
menegaskan bahwa perkawinan bisa diakhiri sebab tiga alasan:

1. Kematian

2. Perceraian

3. Atas putusan pengadilan

Setiap terjadinya perceraian tentu wajib didasari alasan yang jelas baik dari pihak suami atau istri sebab
pada hakikatnya perkawinan yakni sebuah responsif di mata Tuhan Yang Maha Esa.Perkawinan yang putus akibat
perceraian bisa disebabkan oleh beberapa alasan yang diatur kemudian di pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.
1 / 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan yang cukup
yaitu antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami istreri." Pemaparan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 PP
No. 9 / 1975 . Selain itu, hukum keluarga Islam yang dikenal sebagai KHI mengatur perceraian bagi pasangan suami
istri yang beragama islam. Selain itu, Pasal 114 KHI menyatakan bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan oleh
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.". Artinya, proses perceraian yang
diakui secara sah oleh hukum dan negara dilakukan oleh suami melalui Pengadilan Agama. Kode Hukum Islam
hanya berlaku bagi umat Islam, sehingga perceraian hanya bisa diajukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat
tinggal masing-masing pihak yang terlibat. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan-alasan yang bisa
menyebabkan perceraian
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Lanjutan

• Melihat dari pemaparan yang telah disinggung diatas, baik ditinjau dari UU Perkawinan dan
KHI jika dikaitkan dengan perselingkuhan maka kedudukan hal tersebut lebih condong
dengan perbuatan zina. Meskipun demikian, pada hukum Indonesia juga tidak
memaparkan secara tegas dan tertulis pada perUUan, sebab pada konteks ini
perselingkuhan dimasukkan kedalam alasan pemicu retaknya sebuah rumah
tangga.Perselingkuhan sendiri juga dikaitkan dengan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dari kedua belah pihak, yang bisa menjadi titik tolak bagi pihak suami atau istri
untuk melayangkan gugatan perceraian maupun talak.Sebab jika perkawinan tersebut
masih tetap dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa rumah tangga akan
mengalami kerusakan. Pada hal ini, berarti perselingkuhan tidak bisa menjadi alasan mutlak
sebuah percerain , tetapi sifatnya hanya memperjelas alasan tambahan yang disebutkan
pada UU Perkawinan dan KHI
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Lanjutan

2.Dasar Perceraian Pada Pandangan Islam

Pada hukum Islam atau fiqih munakahat, istilah "talak" dan "khuluk" merujuk pada perceraian yang
diinisiasi oleh suami, sementara "khuluk" mengacu pada perceraian yang diinisiasi oleh istri. Secara
terminologi, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan, sementara khuluk yakni permohonan cerai
yang diajukan oleh istri dengan membayar sejumlah uang tebusan.

Apabila dikaitkan dengan perselingkuhan, perceraian yang disebabkan perselingkuhan dalam
islam memiliki kedekatan karakter dengan perzinaan, yang dalam hal ini termaktub pada ketentuan QS
Al-Israa ayat;32 yang menyatakan bahwa sebagai seorang muslim dilarang mendekati perbuatan yang
keji yakni perzinaan . Perbuatan selingkuh dapat pula disejajarkan dengan perbuatan nusyuz, yaitu
perbuatan meninggalkan kewajiban suami isteri . Contoh nusyuz dari pihak isteri adalah meninggalkan
rumah tanpa izin suaminya, sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah bersikap kasar terhadap
isterinya, misalnya tidak mau menggaulinya atau memberikan haknya. Dalam hal ini juga diperkuat oleh
ketentuan dari ayat Al Quran yaitu pada QS. An-Nisaa ;34 dan 128.
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Lanjutan

3. Perselingkuhan Sebagai Dasar Perceraian Di Indonesia.
Eksistensi perceraian yang disebabkan perbuatan selingkuh selain lunturnya keharmonisan

rumah tangga, hilangnya kepercayaan dan komitmen, juga bisa menjadi bom yang bisa meledak
kapan saja pada sebuah bahtera rumah tangga. Secara konseptual, istilah perselingkuhan tidak
terdapat pada struktur penormaan di Indonesia. Kendati demikian, jika merujuk pada konsep
perselingkuhan sebagaimana dikemukakan diatas, secara normatif perselingkuhan sejatinya memiliki
kedekatan karakter dengan tindakan perzinahan. Karenanya, meskipun UU di Indonesia tidak secara
spesifik mengatur perselingkuhan, tapi poin (a) hingga (f) dari Pasal 19 PP / 1975 dan poin (a) hingga (h)
dari Pasal 116 KHI dapat dijadikan acuan. Perselingkuhan sendiri sering kali dihubungkan dengan
perilaku yang merugikan dan terus-menerus yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dampaknya, suami
atau istri bisa menggunakan situasi tersebut sebagai alasan untuk mengajukan perceraian atau talak

Dalam hal Ini menegaskan bahwa perselingkuhan bukanlah alasan tunggal untuk perceraian
pada konteks ini. Sebaliknya, hal ini hanya memperkuat alasan-alasan lain yang telah diatur pada UU
Perkawinan dan KHI.
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Lanjutan
1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1934/Pdt.G/2021/PA.Sda

Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di Sidoarjo setelah menikah dan menjalin
hubungan asmara, tetapi tidak memiliki anak. Pada awal pernikahan, rumah tangga mereka berjalan dengan damai
dan harmonis. Tapi, sejak April 2016, keadaan rumah tangga mereka mulai memburuk sebab tergugat terlibat pada
perselingkuhan dengan seorang wanita lain yang tinggal di kampung halamannya. Setelah penggugat mengetahui
tentang perselingkuhan tersebut, tergugat dan penggugat terlibat pada pertengkaran yang serius, dan tergugat
gagal memberikan nafkah kepada penggugat selama lebih dari enam bulan. Akibatnya, terjadi konflik dan
pertengkaran yang berlarut-larut, meskipun penggugat berusaha mempertahankan ketenangan pada rumah
tangganya. Tapi, pada akhirnya, penggugat tidak lagi mampu bertahan. Meskipun telah mencoba berunding
dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari solusi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. .
Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sesuai dengan persyaratan Pasal 39 UU No. 1 / 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) dan PP No. 9 / 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Oleh sebab itu, permintaan Penggugat supaya
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro pada Tergugat diterima.

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim diatas, dapat dilihat bahwa perselingkuhan
sebagai sebab perceraian tidak secara spesifik diletakkan sebagai dasar putusan Hakim. Hakim dalam
pertimbangannya meletakkan perselingkuhan sebagai faktor utama penyebab retaknya hubungan suami istri.
Pertikaian secara berulang dan fakta suami meninggalkan rumah dan tidak menjalankan kewajiban rumah
tangganya, dilihat sebagai dampak dari perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Sikap Hakim untuk tidak secara
langsung mendasarkan putusan cerainya pada perselingkuhan, bukan berarti Hakim tidak mempertimbangkan
fakta perselingkuhan itu sebagai sebab perceraian. Sikap Hakim tersebut dapat dilihat sebagai konsekwensi dari
tidak adanya norma hukum yang secara spesifik meletakkah perselingkuhan sebagai dasar perceraian, sehingga
Hakim harus menggunakan dasar hukum yang secara substantive mendekati.
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Lanjutan
2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2438/Pdt.G/2022/PA.Sda

Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai pasangan di Kelurahan Sidokare,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian pindah ke Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo, dan memiliki 2 (dua) anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon
berjalan lancar. Tapi, sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya. Perselisihan ini dipicu oleh dugaan perselingkuhan termohon dengan pria lain dan masalah
keuangan yang terus menerus. Pada pertengahan tahun 2018, termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari
pemohon, dan sejak itu perselisihan antara mereka semakin meningkat. Pemohon tinggal di Desa Kramatjegu,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sementara termohon tinggal di Kota Surabaya. Perselisihan ini masih
berlanjut hingga saat gugatan diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Tapi, dengan kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon, tujuan ini menjadi sulit untuk dicapai. Dengan demikian, permohonan Pemohon
memiliki dasar yang kuat dan memenuhi persyaratan Pasal 39 UU No. 1 / 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Fakta persidangan dan keputusan hakim di atas menunjukkan bahwa mereka tidak secara eksplisit
menganggap perselingkuhan sebagai alasan perceraian.Secara teoritis, tujuan hakim adalah untuk
memastikan kepastian hukum dan asas peradilan yang lebih efektif dan efisien. Hakim dalam kasus ini
membedakan perselingkuhan dan perzinahan dari satu sama lain karena beban pembuktian. Hakim
mengidentifikasi perselingkuhan dalam kasus ini sebagai jenis relasi sosial yang menyimpang daripada
tindakan asusila seperti perzinahan, yang merupakan kategori tindakan pidana. Oleh karena itu,
perselingkuhan hanyalah fakta sosial yang ditunjukkan dengan perselisihan, percekcokan, dan tindakan
meninggalkan pasangan.
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Lanjutan

3. AnalisisPutusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1153/Pdt.G/2023/PA.Sda

Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah yang sama di Kabupaten
Sidoarjo selama sekitar 15 tahun. Selama masa pernikahan mereka, mereka telah diberkati dengan tiga orang
anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan seperti biasa. Tapi, sejak bulan Juli 2020, rumah
tangga mereka mulai bergejolak dan sering terjadi pertengkaran. Masalah ini mencapai puncaknya pada
akhir Maret 2022 sebab diketahui bahwa termohon telah berselingkuh dengan seorang pria yang dikenal
sebagai Pria Idaman Lain (P.I.L), dan hubungan itu berlangsung sekitar satu tahun, dimulai sejak tahun 2021.
Termohon telah mengusir Pemohon/suami dari rumah, pada bulan Maret tahun 2022.Pemohon akhirnya
mengalah dan merasa tidak sanggup atas semua perlakuan Termohon, walaupun Pemohon sudah
memberikan waktunya untuk Termohon dan anaknya, atas semua kejadian pada rumah tangga, hal ini
mengakibatkan Pemohon memutuskan perceraian yakni jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Selayaknya dalam perkara sebelumnya, terlihat bahwa hakim memandang perselingkuhan sebagai
jenis relasi sosial yang menyimpang daripada tindakan asusila seperti perzinahan, yang merupakan kategori
tindakan pidana. karenanya, perselingkuhan dinilai fakta sosial yang eksistensinya sebagai dasar bagi
putusan cerai ditunjukkan dengan pertengkaran, percekcokan yang terus menerus, dan tindakan
meninggalkan pasangan dengan pria atau wanita lain yang bukan pasangan sahnya.
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Kesimpulan

• Perselingkuhan memegang peranan penting pada pembuatan keputusan hakim di Pengadilan
Agama Sidoarjo. Pada proses peradilan, perselingkuhan sering kali menjadi satu dari banyak point
kunci yang dipertimbangkan oleh hakim pada menyusun keputusan. Berdasarkan penjelasan
mengenai tiga perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk
mengabulkan permohonan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Pada hal ini, hakim
mempertimbangkan keterangan dari pemohon dan saksi-saksi untuk mencari fakta hukum yang
menjadi dasar keputusan. Meskipun perselingkuhan bukanlah satu-satunya alasan untuk perceraian,
tapi keberadaannya bisa menimbulkan masalah besar yang mengancam keutuhan rumah tangga.
Dengan memperhatikan bahwa rumah tangga tidak lagi bisa hidup harmonis, bisa disimpulkan
bahwa perselingkuhan bisa memperkuat alasan-alasan yang diakui oleh sistem hukum nasional.
Meskipun demikian, kasus-kasus perselingkuhan terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung,
menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dianggap remeh dan memerlukan penanganan khusus.
Dengan mempertimbangkan tiga perkara tersebut, bisa disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sidoarjo menggunakan Pasal 39 UU No. 1 / 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 / 1975 jo. dan
Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai acuan pada memutuskan perceraian yang disebabkan oleh
perselingkuhan.
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